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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA . PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO
UNIT KERJA . TAMAN WISATA BOROBUDUR
I. DATA PRIBADI
1. Nama : IR. MARDIJONO NUGROHO
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 135945
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.221.260.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/70 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 222.740.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/70 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 196.130.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/90 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 531.760.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/145 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 696.160.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/90 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 319.590.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , Rp. 500.000.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 720 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.154.880.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/80 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.068.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI

Rp. 3.000.000
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2. MOBIL, TOYOTA HARRIER JEEP Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 120.000.000

3. MOTOR, VESPA VESPA GTV SEI GIORNI Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000

4. MOTOR, HONDA C125K IN MIT/ SOLO Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 55.000.000

5. LAINNYA, S-WORKS SPECIALIZED ROUBAIX Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 40.000.000

6. LAINNYA, S-WORKS SPECIALIZED TURBO LEVO Tahun 2019,
HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

7. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER LAND CRUISER HDJ 81 Tahun
1995, HASIL SENDIRI Rp. 640.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 609.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 2.306.206.405

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.344.007.315

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 12.548.473.720

. HUTANG Rp. 1.489.943.433

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 11.058.530.287
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA . PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO
UNIT KERJA . DIREKTORAT KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : QOLBIYATI MUTHMAINAH
2. Jabatan : STRATEGIC PERFORMANCE MANAGEMENT GROUP HEAD
3. NHK . 877882
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 230.000.000

1. Tanah Seluas 114 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 230.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 6.250.000
1. MOTOR, SUPRA SUPRA X 125 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

6.250.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 198.622.200
D. SURAT BERHARGA Rp. 254.810.954
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 217.926.973
F. HARTA LAINNYA Rp. 15.000.000
Sub Total Rp. 922.610.127
. HUTANG Rp. 49.310.920
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 873.299.207
Catatan:

.k

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA . PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO
UNIT KERJA : BHUMI VISATANDA INDONESIA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : RATRI PARAMITA
2. Jabatan : DIREKTUR UTAMA
3. NHK : 1001441
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

mom o 0

1. Tanah dan Bangunan Seluas 432 m2/271 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/142 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/173 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 82 m2/95 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/45 m2 di KAB / KOTA
GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
375.000.000
2. MOTOR, YAMAHA FINO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.

15.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
SURAT BERHARGA Rp.
KAS DAN SETARA KAS Rp.
HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp.

7.925.000.000

390.000.000

14.398.912

8.329.398.912
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1. HUTANG Rp. 4.796.415.658
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.532.983.254
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA . PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO
UNIT KERJA : BHUMI VISATANDA INDONESIA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : PUTRI VIOLLA
2. Jabatan : DEWAN KOMISARIS
3. NHK : 1000420
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 11.550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 838 m2/600 m2 di KAB / KOTA
MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 7.050.000.000
2. Bangunan Seluas 149 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA
, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 100.000.000

1.  MOBIL, DAIHATSU GRAND MAX VAN BLAND Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 754.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.154.785.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -—--

Sub Total Rp. 13.559.085.000

. HUTANG Rp. ——-

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 13.559.085.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



